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PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  XXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kuala  Kapuas,  30

Desember 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Karyawati  CV.  ---,  bertempat  tinggal  di  --- Kabupaten

Kotawaringin Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK  XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit,  11 Juli  1995,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Anggota

POLRI, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli  2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sampit,  Nomor

408/Pdt.G/2024/PA.Spt,  pada  tanggal  08  Juli  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  hari  Jumat,  pada  tanggal  15  Februari  2019,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten

Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  XXX,

yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2019;  

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus jejaka;  
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3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di

kediaman  bersama,  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  menetap  di

kediaman  orang  tua  Penggugat  di  --- Kabupaten  Kotawaringin  Timur,

sebagai tempat kediaman bersama terakhir;  

4. Bahwa,  setelah  dilangsungkan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat

dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, NIK: XXX, lahir di Sampit, pada

tanggal 20 Mei 2020, Pendidikan: Belum Sekolah,: Saat ini anak tersebut 

berada dibawah pengasuhan Pengggugat. 

5. Bahwa  sejak  bulan  Februari  tahun  2022,  ketenteraman rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi

yang disebabkan: 

a. Tergugat  diketahui  oleh  Penggugat  sering  menjalin  hubungan

dengan  beberapa  wanita  lain,  dan  terakhir  Tergugat  diketahui  oleh

Penggugat tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama

Yetri yang merupakan rekan kerja Tergugat;

b. Tergugat  juga  diketahui  oleh  Penggugat  sering

mengkonsumi minum-minuman keras;

c. Tergugat juga sering menghambur-hamburkan uang dengan cara

bermain judi online;  

6. Bahwa,  puncak  keretakan  hubungan  rumah tangga  Penggugat

dengan Tergugat  tersebut  terjadi  pada tanggal  18  April  2022 akibatnya

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  adapun  yang

meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;  

7. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada

usaha untuk mendamaikan Penggugat  dan Tergugat,  namun Penggugat

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;  

8. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi  karenanya  agar

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

agama  maka  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat

untuk menyelesaikan permasalahannya;  
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9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;  

Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil di  atas,  Penggugat  mohon  agar Ketua

Pengadilan  Agama  Sampit  cq.  Majelis  Hakim yang  menangani  perkara  ini

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Heri  Kapri  bin

Ramsi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya yang sah,  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa,  Penggugat  sebagai  istri  dari  Anggota  Polri telah  memperoleh

surat keterangan dari atasan Tergugat terkait pemberitahuan pengajuan cerai

oleh  Penggugat,  berdasarkan  Surat  Ketarangan  Nomor  XXX  tanggal  1  Juli

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai

dan tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;
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Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tanggal 15 Februari 2019, yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  --- Kabupaten

Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSIP1,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  ---

Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

− Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi adalah ibu kandung Penggugat; 

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak; 

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

di  --- Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  sebagai  tempat  kediaman

terakhir; 

− Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah selama kurang

lebih 2 (dua) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama

adalah Tergugat; 

− Bahwa Tergugat  tiba-tiba pergi  dari  kediaman bersama setelah

Tergugat pulang dari pelatihan selama 1 (satu) bulan dan setelah

pergi  itu Tergugat bersama orang tuanya kemudian datang untuk

menyerahkan Penggugat kepada saksi;

− Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah; 
Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

− Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat selingkuh

dengan  perempuan  bernama  Yetri yang  merupakan  rekan  kerja

Tergugat.  Penggugat  bahkan  menggrebek  Tergugat  di  rumah

perempuan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023; 

− Bahwa selama berpisah Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi; 

− Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah

pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil; 

2. SAKSIP2,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  ---

Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

− Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi adalah bibi Penggugat; 

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak; 

− Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama  di  --- Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  sebagai  tempat

kediaman terakhir; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih

2  (dua)  tahun  yang  lalu,  yang  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama adalah Tergugat; 

− Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah; 

− Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat selingkuh dengan

perempuan  bernama  Yetri.  Penggugat  bahkan  menggrebek

Tergugat di rumah perempuan tersebut; 

− Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi dan tidak ada nafkah lagi; 

− Bahwa  pihak  keluarga  dari  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil; 
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Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa perkara  ini  merupakan  sengketa  perkawinan yang

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Sampit,  maka  berdasarkan

Pasal  73 Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo. Pasal  132

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  masih  terikat  perkawinan

dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya

dengan Tergugat diputus  dengan  talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan

Pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat

memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  perkara  ini  melawan  Tergugat,

karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara

ini (persona standi in judicio);
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  sebagai  istri  dari  Anggota  Polri telah

memperoleh  surat  keterangan dari  atasan  Tergugat  terkait  pemberitahuan

pengajuan cerai oleh Penggugat,  berdasarkanSurat  Ketarangan Nomor  XXX

tanggal  1  Juli  2024 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kepolisian  Resor

Kotawaringin Timur, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi

PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SEMA Nomor 10 Tahun

2020 tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2020 sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf c;

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara  verstek,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  dan  dalil

dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

Artinya  :  “Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  (Pengadilan)  tidak

datang,  ia  dipandang  sebagai  orang  yang  mangkir/abai  dan

gugurlah haknya“;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  sebagaimana  ketentuan

Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Meskipun  demikian

Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  sehingga  telah

terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  jo. Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah
Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah  sejak  bulan  Februari  tahun  2022,  ketenteraman  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang

disebabkan karena  Tergugat  diketahui  oleh  Penggugat  sering  menjalin

hubungan dengan beberapa wanita lain, dan terakhir Tergugat diketahui oleh

Penggugat tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Yetri

yang merupakan rekan kerja Tergugat, Tergugat  juga  diketahui  oleh

Penggugat sering mengkonsumi minum-minuman keras,  Tergugat juga sering

menghambur-hamburkan  uang  dengan  cara  bermain  judi  online.  Puncak

keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut

terjadi  pada  tanggal  18  April  2022  akibatnya  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama

terakhir ialah Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283

R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C

angka  3  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat

dikabulkan  sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu

Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan

Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870

KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari
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2019 tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Baamang  Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah

dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.

Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau

orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi  Penggugat adalah

fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan  keterangan  antara  saksi  satu

dengan  lainnya  saling  bersesuaian,  oleh  karenanya  keterangan  dua  orang

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

307,  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  mengenai  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat, meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau

mengetahui  secara  langsung pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat,

akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

pisah  rumah  dan  pernah  dirukunkan  tapi  tidak  berhasil,  maka  keterangan

tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan  Hakim bahwa

telah  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  dalam  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat,  karena  suatu  pertengkaran  rumah  tangga  tidak

hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan

tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam

satu rumah;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan  analisis  bukti-bukti  di  atas  ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  dan

telah dikaruniai seorang anak;

2. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;
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3. Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  2  (dua)

tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

4. Penggugat  dan Tergugat  sudah pernah dirukunkan,  akan tetapi  tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  petitum  angka  1  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya

perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir  batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan

membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu

unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di

antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya

perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa

paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga

dengan  adanya  hal-hal  seperti  itu  akan  terwujud  tujuan  perkawinan  yang

sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat

dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

harus  berdasarkan  atas  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga

adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya

perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal

dan  telah  diupayakan  untuk  rukun  kembali  tetapi  tidak  berhasil,  maka  hal

tersebut  mengindikasikan  bahwa  perselisihan  di  antara  keduanya  terjadi

secara  terus  menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir  batin  di  antara

suami-istri  tersebut  telah  sedemikian  rapuh  atau  bahkan  telah  lepas  sama

sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di

antara keduanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan)  dan  atau keluarga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah  (vide

pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam)  telah  tidak  terwujud  dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  sikap  Tergugat  yang  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  mengindikasikan  bahwa  Tergugat  tidak  mempunyai  itikad  baik

untuk  mempertahankan  rumah  tangganya,  sehingga  Hakim berkesimpulan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa mempertahankan  rumah tangga  yang telah  pecah

sedemikian  rupa adalah sia-sia  belaka,  bahkan apabila  keadaannya seperti

sekarang  ini  dipaksakan  atau  dibiarkan,  maka  justru  akan  menimbulkan

mudarat  dan  penderitaan lahir  batin  yang berkepanjangan  bagi  Penggugat,

sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka

guna  menghindarkan  para  pihak  dari  kemelut  rumah  tangga  yang

berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat

dan  Tergugat  apabila  rumah  tangga  tetap  dipertahankan,  sedangkan
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kemudaratan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya: “Kemudaratan harus disingkirkan”;

Menimbang,  bahwa suatu  perkawinan yang di  dalamnya sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan  rumah  tangga

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap

pasangan suami istri,  justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti

itu  (rumah tangga yang sudah pecah/retak)  adalah tidak  baik  bahkan akan

menimbulkan  permusuhan  yang  berkepanjangan,  dan  sebaiknya  ikatan

perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal

tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Ahli  Hukum  Islam  Dr.  Mustofa  Al-Siba’i

dalam kitab Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih

oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri  tidak akan tegak dengan

adanya  perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan  menimbulkan

bahaya  yang  serius  terhadap  pendidikan  anak-anak  dan  perkembangan

mereka,  dan tidak  ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling

membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan

ini,  baik  yang  membahayakan  atau  patut  dapat  diduga  membahayakan,

sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah  mengakhiri  hubungan  perkawinan

antara  dua  orang  suami  istri  ini.  Mudah-mudahan  (sesudah  itu)  Allah

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan

pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi

maksud  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  (f)  Penjelasan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  belum  pernah  menjatuhkan

talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan

dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

satu  ba’in  sughra  dari  Tergugat  terhadap  Penggugat,  sesuai  Pasal  119

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

perceraian dan pernah dukhul,  maka bagi  Penggugat  berlaku masa tunggu

atau  idah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat

(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau iddah yang dimaksud

ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Iddah

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bunyi  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-

Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

16  Tahun  2019  yang  menyebutkan  bahwa  “Pengadilan  dapat  mewajibkan

kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang,  bahwa Hakim juga perlu  mengemukakan dalil  syar’i  yang

berkaitan  dengan  nafkah  iddah  ini  yaitu  Hadis  Rasulullah  SAW  yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:
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Artinya:  “Sesungguhnya  nafkah  dan  tempat  tinggal  menjadi  hak  seorang

wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami

wajib  memberikan  nafkah,  maskan,  dan  kiswah  kepada  bekas  istri  selama

dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam

keadaan  tidak  hamil,  dan  Pasal  152  Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan

bahwa bekas  istri  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dari  bekas  suaminya

kecuali ia nusyuz;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam

persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan  harmonis  lagi  dikarenakan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi

secara  terus  menerus  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah

tempat  tinggal,  jika  dipahami  dalam  kaidah  hukum  yang  terdapat  pada

Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 534 K/AG/1996

tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam perkara perceraian tidak

perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcokan atau salah satu pihak

telah  meninggalkan  pihak  lain,  tetapi  yang  perlu  dilihat  adalah  apakah

perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat

dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal

152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal

tersebut  menjadi  sangat  penting  dalam  menentukan  subjek  hukum  mana

antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  menjadi  penyebab  terjadinya

permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak

harmonis,  hal  ini  dikarenakan  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  a  quo

dapat  menentukan apakah Penggugat  sebagai  istri  yang melakukan nusyuz

(durhaka)  dengan  tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagai  istri

dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan

nusyuz  (durhaka)  terhadap  istri  dengan  tidak  melaksanakan  kewajiban-

kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan

hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dalam perkara perceraian;
Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum

yang  dimaksud  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  184  K/AG/1995 tanggal  30  September 1996 yang  menyatakan

“walaupun  dalam perkara  perceraian  Hakim tidak  perlu  melihat  siapa  yang

salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami

istri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan

oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari  suami, maka suami dihukum untuk

memberikan nafkah iddah,  maskan,  kiswah dan mut’ah yang layak kepada

bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak,

namun  dengan  mendasarkan  SEMA  Nomor  3 Tahun  2018 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum

Kamar Agama angka  3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian

terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah

sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Shaleh bin Ghanim al-Sadlani dalam bukunya yang

berjudul “Nusyuz, Konfilk Suami Isteri dan Penyelesaiannya” halaman 26 - 27,

yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim,

menyatakan bahwa menurut ulama Hanafiyah pengertian istri nusyuz kepada

suami  adalah istri  menutup diri  dan tanpa seizin  dari  suaminya keluar  dari

rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Nusyuz dalam

pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus ditaati

yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami, karena

sang istri mengetahui bahwa tidak diizikannya oleh suami maka keluar rumah

tanpa  seizin  dari  suami,  meninggalkan  perintah  Allah.  Nusyuz  dalam

pandangan  ulama Syafi’iyah  adalah istri  yang melakukan  pelanggaran  atas

ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan

merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan

telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2

(dua) tahun, maka Hakim menilai  Penggugat tidak termasuk dalam kategori
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telah nusyuz sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama

menjalani masa iddah;

Menimbang,  bahwa mengenai  jumlah atau nominal  nafkah iddah yang

patut  diberikan  kepada  istri,  terdapat  kaidah  hukum  dalam  Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret

2005  yang  menyatakan  “Jumlah  nilai  mut’ah,  nafkah,  maskan,  dan  kiswah

selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum

berdasarkan  kepatutan  dan  rasa  keadilan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam

Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari kaidah

hukum  tersebut,  Hakim  berpendapat  bahwa  demi  rasa  keadilan  dan  demi

kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal

nafkah  iddah  harus  disesuaikan  dengan  penghasilan  dan  kemampuan

Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah

yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan metode analisis Jurimetri.

Penggunaan metode analisis Jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi

kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (Policy

Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan

(Policy  Brief)  Jaminan  Perlindungan  Hak-Hak  Perempuan  dan  Anak  Pasca

Perceraian.  M.  Natsir  Asnawi,  S.H.I.,  M.H.,  dalam  bukunya  yang  berjudul

“Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata”

halaman  93,  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Hakim,

menyatakan bahwa di antara penentuan nafkah iddah yang dapat dipedomani

adalah  dengan  mengacu  pada  nilai  Upah  Minimum  Kota/Kabupaten  setiap

bulannya di daerah setempat dikalikan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dituangkan

dalam rumus berikut:

Keterangan:

μ : Nilai nafkah iddah;

α : Upah Minimum Kota/ Kabupaten setiap bulannya di daerah setempat;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Spt

μ = α x 3 bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  besaran  Upah  Minimum  Kabupaten  Kotawaringin

Timur  pada  tahun  2024  yang  ditetapkan  dalam Surat  Keputusan  Gubernur

Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/552/2023  tanggal  28  November  2023

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2024 adalah sejumlah Rp3.341.890 (tiga juta  tiga ratus empat puluh

satu  ribu  delapan  ratus  sembilan  puluh  rupiah).  Dari  nilai  Upah  Minimum

Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, jika dikalikan 3 (tiga) sesuai dengan

rumus di atas, maka diperoleh nilai nafkah iddah sebagai berikut:

μ = Rp3.341.890 x 3 bulan

= Rp10.025.670 (sepuluh juta dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh

rupiah);

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  nilai  nafkah  iddah  tersebut  akan

dibulatkan, sehingga jumlah nafkah iddah yang patut dibayarkan oleh Tergugat

kepada  Penggugat  adalah sejumlah  Rp10.100.000,00  (sepuluh  juta  seratus

ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  jumlah  nafkah  iddah  tersebut,  jika  dihubungkan

dengan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  terbukti  bahwa  Tergugat

mempunyai pekerjaan sebagai Anggota POLRI berpangkat Briptu dan memiliki

jabatan  sebagai  Bintara  pada  Kepolisian  Resor  Kotawaringin  Timur,  maka

Hakim berpendapat jumlah nafkah iddah tersebut adalah jumlah yang layak,

tepat,  dan  adil  untuk  nafkah  iddah  Penggugat  yang  dibebankan  kepada

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas  maka Hakim secara  ex officio menghukum Tergugat  untuk

membayar nafkah iddah selama selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat seju

mlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Pertimbangan  Waktu Pembayaran  Beban  Pasca  Perceraian  dan

Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang,  bahwa  hakikatnya  putusan  Pengadilan  pada  dasarnya

adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali  suatu hak kepada

yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan

tidak  dapat  dijalankan  atau  tidak  dapat  dieksekusi.  Oleh  karenanya,  maka

Hakim  harus  menghindari  kemungkinan  gagalnya  eksekusi  akibat  putusan

yang  cacat  hukum,  sehingga  secara  yuridis  tidak  dapat  dieksekusi  (non
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executable). Hal ini juga bersesuian dengan salah satu isi surat Khalifah Umar

bin  Khattab  kepada  Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  masyhur  dengan  sebutan

risalatul  qadla’ yang kemudian Hakim ambil  alih  pendapat  tersebut  sebagai

pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menulis:

Artinya: “Karena sesungguhnya tidaklah

berguna  pembicaraan  tentang

kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)”;

Menimbang,  bahwa  dengan  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan

mengambil  nilai-nilai  filosofis  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  pasca

perceraian  yang  termuat  dalam  SEMA  Nomor  2 Tahun  2019 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum

Kamar Agama angka  1 huruf b, serta nilai-nilai teori keadilan moral menurut

Plato yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim secara

ex  officio menghukum  Tergugat  untuk  membayar  nafkah  iddah  yang  telah

dipertimbangkan  di  atas  sebelum  Tergugat  mengambil  Akta  Cerai  di

Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang,  bahwa  dengan  dihukumnya  Tergugat  oleh  Hakim  harus

membayar kewajiban nafkah iddah sejak putusan berkekuatan hukum tetap,

maka secara ex officio perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Sampit  untuk  menyerahkan Akta Cerai  atas  nama Tergugat  setelah

Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana pertimbangan di atas kepada

Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  petitum angka  3  mengenai  biaya  perkara,  karena

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Menghukum  Tergugat (TERGUGAT) untuk  membayar  nafkah  iddah

kepada Penggugat (PENGGUGAT ) selama  3  (tiga)  bulan  sejumlah

Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  pembebanan  yang  telah

ditetapkan  sebagaimana  diktum  angka  4  di  atas  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Sampit  untuk

menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi

isi diktum angka 4 di atas;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp655.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah oleh Santi, S.Sy.

yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor

408/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal  8 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim

Tunggal,  didasari  adanya Surat  Izin Persidangan Hakim Tunggal  dari  Ketua

Mahkamah  Agung  Nomor  150/KMA/HK.05/11/2018  tanggal  16  November

2018,  putusan tersebut  pada hari  itu  juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 375.000,00

4. PNBP : Rp 30.000,00

5. PBT : Rp   125.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

7. Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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